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 Wan prestasi merupakan tindakan tidak terpuji dalam suatu perjanjian, dengan tidak 
dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak 
oleh pihak-pihak tertentu seperti yang di sebutkan dalam kontrak. Asas Itikad baik yang teruang 
dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata (Burgelijk Wetboek) adalah sebuah landasan sesoarang 
melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian yang harus di laksanakan dengan 
itikad baik.. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa kekurang telitian Hakim Mahkamah 
Agung dalam membuat amar putusan sangatlah merugikan bagi pencari keadilan. Penolakan 
permohonan kasasi dalam perkara ini sangat dibenarkan dibenarkan karena keberatan kasasi 
tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi karena banyak mengulang permasalahan pada pembuktian 
dan fakta-fakta pada pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding. 
 




 Wan achievement is the act improperly in the agreement, with swordfish implementation 
of accomplishement or obligation duly charged by contract by certain parties as mentioned in the 
contract. The principle of good faith embodied in Setion 1338 Paragraph 3 KUH Perdata is a 
cornerstone of the legal actions in making an agreement that must by implemented in good faith. 
 Bassed on the result of this research note that the like of  carefully situations Judges 
Supreme Court in making the verdict is detrimental to the search of justice. Denial appeal in this 
case is justified because the mind is not subject to cassation appael because many rapeat 
inpection problems on evidence and fact in the first instance and appeal inspection. 
 





1. Pertimbangan hukum dari hakim dalam perkara Nomor 826 K/Pdt/2013 kurang tepat, 
amar putusan hakim haruslah memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas 
kesalahan dan kelalaiannya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 
2. Penyebab penolakan permohonan kasasi adalah, akibat keberatan kasasi tidak memenuhi 
kriteria dan keberatan kasasi tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, antara lain keberatan 
kasasi banyak mengulang fakta-fakta yang telah diajukan pada pemeriksaan tingkat 
pertama dan atau tingkat banding. 
4.2. Saran 
1. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi yang bisa disebut 
sebagai kiblat dari penegakan hukum yang ada di Indonesia hendaknya lebih cermat dan 
teliti dalam memutus suatu perkara. 
2. Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan penolakan permohonan kasasi 
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